
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 20 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang:  bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan 

keuangan daerah dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;  

 

Mengingat:  1. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 

1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang . . . 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

9. Peraturan . . . 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 

Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 77); 

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2019 

tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 

2019 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN 

TUGAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

TAHUN 2020. 

 

Pasal I . . . 
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Pasal I 

 

  Ketentuan Bab VII, Bab VIII, Bab X, Bab XII, dan Bab XIII 

dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 

Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 

 

  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

Ditetapkan di  Surabaya 

pada tanggal   23 April 2020      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 
 

 
ttd 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 
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Diundangkan di  Surabaya 

pada tanggal  23 April 2020   

 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH, MH  

Pembina 

NIP. 19690129 199303 2 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 

NOMOR 20 SERI E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


